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ABSTRAK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 bahwa dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan 
Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The 
Government of Republik of Indonesia And The Free Movement Helsinki 15 
Agustus 2015), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan 
komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, 
menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak 
bertekat untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh 
dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam 
Negara Kesatuan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 
95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Qanun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan 
perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini 
dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; bahwa untuk 
meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hiburan, perlu 
dilakukan penertiban dan pemungutannya secara Intensif. 
 

 Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Nerara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 
15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;  Peraturan Pemerintah Nomor 
55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 
2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012. 

 

 Dalam Qanun ini diatur tentang:  ketentuan umum;  nama, objek, dan subjek 
pajak; dasar pengenaan, tariff dan cara perhitungan pajak; wilayah 
pemungutan; masa pajak; pendataan dan pendaftaran; penetapan dan 
pemungutan pajak; surat tagihan pajak; tata cara pembayaran dan penagihan;  
keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan 
pembayaran; kadaluwarsa; pembukuan dan pemeriksaan; insentif 
pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan 
penutup. 



CATATAN:  Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2015 

 Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan 
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku. 

 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. 

 Penjelasan 6 halaman. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


